
I SALINAN I 

GUBERNUR BENGKULU 
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU 

NOMOR 16 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 34 TAHUN 2016 
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! BENGKULU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

GUBERNUR BENGKULU, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pelaporan Harta 

Kekayaan bagi Penyelenggara Negara, telah ditetapkan Peraturan 

· Gubernur Bengkulu Nomor 34 Tahun 2016 tentang Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Bengkulu; 

b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan 
Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, perlu dilakukan 

perubahan terhadap Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 34 

Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubetnur Bengkulu 

Nomor 34 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Bengkulu; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5698); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan 
Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 2854); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan 
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 34 TAHUN 2016 

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 

NEGARA DI LING KUN GAN PEMERINTAH PROVINS! BENGKULU. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 

34 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita 
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 34) diubah sebagai 
berikut; 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 5 
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN 

kepada KPK yaitu pada saat: 

a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat 

pertama kali menjabat; 

b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara 

setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;dan 

c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai 

Penyelengara Negara. 

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) 

bulan terhitung 

pertama/pengangkatan 

sejak saat pengangkatan 

kembali/ berakhirnya Masa 

jabatan sebagai Penyelenggara Negara. 
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga 

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara 
menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun 

sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan dalam jangka waktu paling lam bat tanggal 31 
Maret tahun berikutnya. 
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(3) Tata cara pengrsian dan format formulir LHKPN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b dihapus, sehingga Pasal 7 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim 

Pengelola LHKPN. 
(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. 
(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. mengatur kegiatan pendataan, pemutakhiran data dan 

monitoring wajib LHKPN di Pemerintah Provinsi; 

b. dihapus; 
c. melakukan asistensi kepada wajib LHKPN dalam 

pengisian formulir LHKPN ;dan 

d. melaporkan basil pelaksanaan kegiatan LHKPN kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. 
Pasal II 

Peraturan Gubemur mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Gubernur 1n1 dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. 

Ditetapkan di Bengkulu 
pada tanggal 12 Mei 201 7 
GUBERNUR BENGKULU, 

ttd. 
H. RIDWAN MUKTI 

Diundangkan di Bengkulu 
pada tanggal 18 Mei 201 7 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU 
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, 

ttd. 
H.GOTRISUYANTO 

.��:::,..._- ,.PRO VIN SI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 16 
· x engan aslinya 

HUKUM, 
' 
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